




1.1 Latar Belakang Penelitian 
   Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa semakin demokratis sebuah negara, 
maka semakin penting peran Humas (Kementerian Kominfo RI, “Pentingnya Peran 
Humas..” https://kominfo.go.id/content/detail/4534/pentingnya-peran-humas-
membuat-demokrasi-indonesia-berjalan-lebih-baik/0/berita_satker, diakses 30 
Januari pkl. 22.00 WIB).  Era demokrasi menempatkan Humas pada posisi yang 
strategis dalam membangun hubungan antara lembaga dengan publiknya.  
         Griswold dalam Danandjaya (2011: 20) mengemukakan bahwa pada prinsipnya 
Humas adalah suatu fungsi manajemen yang yang menilai sikap publik, 
merencanakan program dan menyebarkan kebijakan lembaga untuk memperoleh 
pengertian dan penerimaan yang baik dari publiknya. Tujuan dari fungsi Humas 
tersebut adalah memengaruhi publik untuk mendukung kebijakan yang telah 
ditetapkan.  
         Ruslan (2013:10) lebih luas menguraikan bahwa Humas memiliki empat fungsi 
utama. Pertama, sebagai komunikator dalam setiap kegiatan lembaga. Komunikasi 
yang dilaksanakan berlangsung dua arah (two way traffic reciprocal communication), 
yaitu sebagai pihak yang menyebarkan informasi lembaga kepada publik, juga 
sebagai pihak yang menyerap opini publik terhadap lembaga. Kedua, membina 






Ketiga, fungsi manajamen untuk mengelola tujuan lembaga. Keempat, membentuk 
citra lembaga yang baik. 
        Fungsi Humas yang telah dikemukakan di atas, merujuk pada fungsi Humas 
secara umum. Fungsi Humas yang secara spesifik merujuk pada Humas 
Pemerintahan diuraikan oleh Putra (dalam Supratwoto, 2018: 67) yaitu sebagai juru 
bicara, fasilitator, memberi pelayanan informasi terkait kebijakan, program, produk 
dan jasa lembaga, menindaklanjuti pengaduan, dan menciptakan iklim hubungan 
yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung antara lembaga dengan publik. 
Fungsi Humas Pemerintah secara khusus dikemukakan Suprawoto (2018:68) pertama 
sebagai Information Release, maknanya humas pemerintah harus selalu 
mengomunikasikan setiap langkah, tindakan, kebijakan dan program kepada semua 
lapisan masyarakat, kedua sebagai Informastion Seeking, artinya humas pemerintah 
harus menjadi mata dan telinga lembaga untuk mendapat aspirasi dari masyarakat.  
Fungsi humas pemerintah secara yuridis-formal tertuang dalam Permenpan-RB No. 
30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan. 
        Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Barat 
adalah organisasi vertikal dari Kementerian Agama RI yang menjalankan fungsi 
pemerintahan dalam pembangunan bidang keagamaan di tingkat provinsi. Kanwil 
Kemenag Jawa Barat mempunyai tugas salah satunya adalah penyelenggaraan ibadah 
haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel. Secara teknis, pengelolaan 
penyengelengaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggara Haji dan 




        Posisi Jawa Barat yang masuk pada kategori provinsi dengan penduduk terbesar 
di Indonesia tentu akan berdampak pada jumlah calon jamaah haji dan umrah  yang 
terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah calon jamaah haji tentu akan 
berdapampak pada sistem pengelolaan informasi yang harus disampaikan pada calon 
jamaah. Dinamika yang memengaruhi proses penyelenggaraan ibadah haji dan 
umrah, menuntut adanya berbagai informasi yang harus disosialisikan kepada publik.  
        Jumlah populasi muslim yang tinggi di Jawa Barat menjadi peluang tersendiri 
bagi sejumlah pihak untuk membuka usaha di bidang biro perjalanan haji dan umrah. 
Biro perjalanan haji dan umrah bersaing secara ketat untuk menampung sebanyak-
banyaknya calon jamaah. Pengusaha biro perjalanan mengambil sejumlah kebijakan 
yang terkadang menimbulkan permasalahan. Peneliti  mengamati sejumlah 
permasalahan yang sering mengemuka dewasa ini. Antara lain biro perjalanan tidak 
berizin, promosi harga yang terlalu rendah, atau sistem pengelolaan keuangaan calon 
jamaah yang tidak sesuai dengan ketentuan.  
         Fenomena lain yang menjadi cacatan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah 
banyaknya jamaah calon haji pemula. Calon jamaah haji pemula adalah calon jamaah 
yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji, sehingga belum memiliki 
pengetahuan dan pengalaman tentang pelaksaaan ibadah haji. Calon jamaah haji 
pemula biasanya menerima informasi terkait pelaksaan ibadah haji melalui manasik 




         Inovasi, kebijakan, dan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah haji dan 
umrah setiap tahunnya, juga menjadi perhatian untuk diamati. Perubahan kebijakan 
atau regulasi umumnya dipengaruhi oleh dinamika sosial, hukum, politik, dan lain 
sebagainya. Contoh kebijakan seperti pengurangan atau penambahan kuota, 
penerbitan paspor, proses imigrasi,  dan perubahan embarkasi. 
        Inovasi dalam pelayanan ibadah haji menjadi hal yang penting untuk 
disosialisakan terutama kepada calon jemaah pemula. Tantangan dalam beragam 
aspek yang menjadi penunjang pelaksanaan ibadah haji semakin kompleks, sehingga 
menuntut adanya inovasi dari Pemerintah untuk kelancaran di lapangan. Data pra-
observasi yang telah dihimpun, inovasi dalam pelayanan jamaah terus digencarkan 
setiap tahunnya. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018, terdapat 10 inovasi 
yang diterapkan oleh Kementerian Agama (Kementerian Agama RI, “10 Inovasi 
Penyelenggaraan Haji” https://kemenag.go.id/berita/read/507957/10-inovasi-
penyelenggaraan-haji-1439h-2018m, diakses 30 Januari 2019, pkl. 23.00 WIB)  
diantaranya adalah percepatan keimigrasian dengan melaksakan rekam biometrik di 
embarkasi, sehingga memangkas waktu pemeriksaan di Bandara Saudi Arabia, 
pemasangan kode khusus pada gelang jamaah untuk memudahkan identifikasi 
petugas jika sewaktu-waktu dibutuhkan, pemasangan tanda khusus pada paspor dan 
koper jamaah untuk memudahkan pengelompokkan, dan sejumlah inovasi lainnya 





        Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai otoritas yang mengatur 
regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji, perlu menjalankan fungsi 
kehumasannya dengan cara mengadakan sosialisasi informasi yang berkelanjutan 
untuk mematangkan kesiapan calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji dan 
umrah.  
1.2 Fokus Penelitian 
a. Fokus Penelitian 
        Berdasarkan uraian penelitian diatas, untuk membatsasi wilayah 
penelitian,  maka ditentukan fokus pada penelitian yaitu fungsi kehumasan 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dalam memberikan 
sosialisasi informasi penyelenggaran ibadah haji dan umrah. 
 Untuk menguraikan secara terarah fokus penelitian, maka disusun 
pertanyaan pertanyaan penlitian sebagai berikut; 
1. Bagaimana Kanwil Kemenag Jabar memberikan kepastian informasi 
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui media massa? 
2. Bagaimana Kanwil Kemenag Jabar memberikan kepastian informasi 
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui website dan media sosial? 
3. Bagaimana Kanwil Kemenag Jabar memberikan kepastian informasi 





1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah; 
1. Untuk mengetahui bagaimana Kanwil Kemenag Jabar memberikan kepastian 
informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui media massa. 
2. Untuk mengetahui bagaimana Kanwil Kemenag Jabar memberikan kepastian 
informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui website dan media 
sosial. 
3. Untuk mengetahui bagaimana Kanwil Kemenag Jabar memberikan kepastian 
informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara langsung. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Akademis 
       Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan dokumen akademik 
bagi perkembangan studi ilmu komunikasi konsentrasi humas. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
        Penelitian ini berguna untuk mengimplementasikan teori yang di pelajari 
di perkuliahan untuk diterapkan di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan 
menjadi masukan untuk lembaga sebagai objek penelitian dalam 








1.5 Landasan Pemikiran 
1.5.1 Penelitian Terdahulu 
        Penelitian ini mengangkat hasil penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki 
keterkaitan dengan penlitian ini. Hasil penelitian tedahulu digunakan sebagai 
referensi, pembanding, dan pendukung untuk memperkaya literatur dalam penelitian 
ini; 
a. Herni Yuliani, 2016, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan 
judul skripsi “Implementasi Sistem Komputerisasi Terpadu 
(Siskohat) Dalam Memberikan Transparansi Informasi Kepada 
Calon Jemaah Haji” 
      Hasil akhir penelitian ini diketahui bahwa Siskohat adalah 
sistem pengelolaan data calon jamaah haji yang menyempurnakan 
sistem pengelolaan data haji manual. Penerapan komputerisasi data 
diharapkan mampu memberikan informasi yang trasnparan kepada 
calon jemaah. 
b. Agvira Paiza Zulva, 2018, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 
dengan judul skripsi “Optmalisasi Sistem Komputerisasi Haji 
Terpadu dalam Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji di Kanwil 
Kemenag Jabar” 
       Hasil akhir penelitian ini diketahui bahwa optimalisasi 
Siskohat diterapkan melalui tiga unit, pertama unit hardware 




kedua unit software melalui pembaruan perangkat lunak ke versi 
mutakhir, dan ketiga unit brainware dengan menambah staff yang 
kompeten di bidangnya untuk mengoperasikan Siskohat.  
c. Sona Sofyan Permana, 2018, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 
dengan judul skripsi “Optimalisasi Fungsi Pengorganisasian 
dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji” 
       Hasil akhir penelitian ini diketahui bahwa pengorganisasian 
pelayanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Garut yang mencakup pelayanan administrasi, pembagian kerja, 
dan pendelegasian wewenang dilaksanan dengan baik sesuai 
dengan standar kerja yang ditetapkan.  
d. Dinal A’laa Shofi Zahro, 2016, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
dengan judul skripsi “Analisis Manajemen Pelayanan di Seksi 
Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian 
Agama Purworejo dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 
2016” 
        Hasil akhir penelitian ini diketahui bahwa aktivitas pelayanan 
haji pada Bidang PHU Kemenag Purworejo diterapkan dalam lima 
aktivitas manajemen pelayanan yaitu menetapkan sasaran, 




masalah, mengendalikan kegiatan atau proses pelayanan, dan 
mengevaluasi pekerjaan. 
e. Etty Etriana, 2018, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul 
skripsi “Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara 
Perjalanan Ibadah Umrah PPIU oleh Kantor Wilayah Kementerian 
Agama D. I. Yogyakarta”.  
        Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwan 
implementasi fungsi pengawasan pada PPIU oleh Kanwil 
Kementerian Agama D.I. Yogyakarta terkait pengawasan preventif 
dan korektif telah dilaksanakan dengan cukup baik. Tahapan 
pengawasan dilaksanakan secara sistematis dan 
berkesinambungan. 
        Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya disajikan dalam 
bentuk tabel sebagai berikut; 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
 
1.5.2 Landasan Konseptual 
a. Fungsi Humas 
       Istilah fungsi menurut Filley (dalam Ruslan, 2013:9)  merujuk pada 
suatu tahapan kerja yang jelas dan terpisah dari pekerjaan yang lainnya. 
Berangkat dari pemahaman tersebut, maka humas berfungsi dalam sebuah 
organisasi karena menunjukan adanya kegiatan yang dapat dibedakan dari 
kegiatan lainnya. 
 Fungsi Humas dikemukakan Rachmadi (dalam Suprawoto, 2018:65) 
adalah menumbuhkan hubungan yang baik antara lembaga dengan 
publiknya untuk menumbuhkan pengertian, motivasi, dan partisipasi 







b. Fungsi Humas Pemerintah  
       Ruslan (2012:342) mengatakan fungsi pokok Humas pemerintah 
adalah: (1) mengamankan kebijaksanaan pemerintah, (2) memberikan 
pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi program kerja 
kepada masyarakat, (3) menjadi komunikaor sekaligus mediator yang 
proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah dengan masyarakat, 
dan (4) berperan serta menciptakan iklim yang kondusif.  
       Kajian paling mutakhir terkait dengan fungsi humas pemerintah 
diuraikan Suprawoto (2018:68) yang merumuskan secara khusus fungsi 
humas pemerintah ada dua yaitu: sebagai information release artinya 
humas pemerintah menjadi jembatan antara lembaga dengan publik dalam 
hal mengomunikasian berbagai langkah, kebijakan, program agar 
dipahami, kedua sebagai informations seeking, artinya sebagai mata dan 
telinga lembaga untuk mendengar aspirasi dari masyarakat sebagai 
pertimbangan dalam membuat kebijakan.  
c. Informasi 
 Informasi adalah penerangan, keterangan; pemberitahuan; kabar atau 
berita tentang sesuatu, keseluruhan makna yang menunjang amanat yang 
terlihat di dalam bagian amanat-amanat itu (Dessy Anwar, Kamus 





 Ati, Kistanto, dan Taufik (2014:4) merinci beberapa pengertian 
informasi sebagai berikut: 
        ada tiga makna dari kata informasi. Pertama adalah informasi 
sebagai suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi 
terinformasi. Makna yang kedua adalah informasi sebagai 
pengetahuan. Di sini, informasi mengacu pada segala kejadian di 
dunia (entitas) yang tak terhingga, yang tak dapat disentuh, atau 
sesuatu yang abstrak. Sebagai sesuatu yang abstrak, informasi dilihat 
dari makna yang terkandung dalam keseluruhan medium yang 
digunakan, kemudian dapat diartikan secara berbeda antara si pengirim 
dan si penerima. Informasi dianggap sebagai bagian abstrak dari 
pikiran manusia sesuai dengan isi dan makna pesan yang diterima.   
        Uraian diatas memberikan pemahaman bahwa informasi adalah sesuatu 
hal yang mengandung pesan, nilai dan makna dan diberitahukan kepada 
khalayak disajikan melalui beragam media. 
d. Haji dan Umrah 
   Haji adalah rukun Islam yang ke lima. Rasjid (2012:247) 
menjelaskan secara epistilomogi haji bermakna menyengaja sesuatu, 
sedangkan secara terminologi haji berarti menyengaja mengunjungi 
Ka’bah untuk melakukan serangkaiana amal ibadah dengan syarat dan 
ketentuan tertentu. Definisi umrah merujuk pada definisi haji. Perbedaan 
haji dan umrah terdapat pada waktu pelaksaaannya. Pelaksanaan ibadah 
umrah tidak terikat oleh waktu. Perbedaan keduanya juga terdapat pada 
aspek hukum. Hukum ibadah haji adalah wajib, sedangkan ibadah umrah 




   Proses penyelenggaraan ibadah terdapat pada dua jalur, yaitu haji 
reguler dan haji khusus. Haji reguler adalah pelakasaan ibadah haji yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama. haji 
khusus adalah haji yang diselenggarakan oleh pihak swasta dengan izin 
operasional dari otoritas terkait.  
  
Langsung 
Website dan      
Media Sosial 
Media Massa 
Informasi              
Haji dan Umrah 




1.6 Langkah-langkah Penelitian 
1.6.1 Lokasi Penelitian 
        Penelitian ini berlokasi di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa 
Barat, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Bidang Informasi dan Humas, 
Jln. Jenderal Sudirman No. 644 Kota Bandung, dengan pertimbangan ketersediaan 
bahan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 
1.6.2 Paradigma dan Pendekatan  
        Paradigma merupakan  pola atau model terkait bagaimana sebuah penelitian 
disusun. Harmon (dalam Moleong, 2018: 49) memberikan definisi paradigma 
sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang 
berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas.  
        Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah  konstruktivistik.  
Kontruktivistik dijelaskan Grasselfeld  (dalam Ardianto, 2007 : 154)  sebagai salah 
satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah 
konstruksi kita sendiri.   Prinsip kontstruktivistik menagaskan  bahwa pengetahuan 
tidak lepas dari subjek yang sedang belajar mengerti.  
         Pendekatan yang diterapakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Pendekatan kualitatif dijelaskan Dukeshire dan Thurlow (dalam Sugiyono, 2018:3) 
sebagai proses pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif. Pendekatan 
kualitatif digunakan untuk memperoleh data atau sebuah gejala yang sedang diteliti 





1.6.3 Metode Penelitian 
         Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Rakhmat (2016:68) menjelaskan bahwa penelitian dengan metode deskriptif tidak 
mencari hubungan atau menguji hipotesis, melainkan menguraikan sebuah situasi 
atau peristiwa. Tujuan dari metode ini antara lain untuk mengumpulkan informasi 
aktual secara terperinci untuk menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi 
masalah atau memeriksa kondisi yang berlaku, dan menentukan apa yang harus 
dilakukan dalam menghadapi masalah yang sama di waktu mendatang.  
        Metode deskriptif dikatakan Seltiz, Wrightsman, dan Cook (dalam Rakhmat, 
2016:68) sebagai penelitian yang insightmulating, yaitu peneliti terjun ke lapangan 
tanpa dibebani atau dikerangka oleh teori. Dalam metode ini, peneliti bisa dengan 
leluasa mengamati, menjelajah, menemukan wawasan baru sepanjang penelitian.  
        Ardianto (2016:60) mengatakan bahwa metode deskriptif sangat bermanfaat 
untuk melahirkan teori-teori tentatif, karena secara esensial metode ini digunakan 
untuk mencari teori bukan menguji teori; hypothesis generating bukan hypothesis 
testing; juga bersifat heuristic, bukan verivikatif. Ciri lain dari metode ini, masih 
menurut Ardianto, adalah menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah 
dimana peneliti bertindak sebagai pengamat yang mengamati gejala kemudian 
mencatatnya dalam buku observasi. 
         Penelitian ini bertujuan menguraikan secara holistik dan mendalam bagaimana 
Kanwil Kementerian Agama memberikan pelayanan informasi penyelenggaraan 




1.6.4 Jenis dan Sumber Data 
        Data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-
kata dan tindakan yang diperoleh digunakan untuk mendeskripsikan gejala yang 
sedang diamati. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif 
menurut Sugiyono (2018:105) adalah wawancara observasi/pengamatan, 
dokumentasi, dan triangulasi.   
        Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 
yang diperoleh dari responden yang memiliki data yang dibutuhkan, baik melalui 
wawancara ataupun observasi, dan data sekunder sebagai penunjang data primer. 
Data sekunder berupa dokumen, arsip, foto, atau sumber lain yang berkaitan dengan 
fokus penelitian. 
1.6.5 Penentuan Informan  
a. Informan dan Unit Analisis 
        Penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek penelitian. 
Informan yang digunakan merupakan orang yang mengetahui, menguasai 
serta terlibat langsung dengan fokus penelitian. Peneliti menentukan 
Pegawai di Bidang PHU dan Bidang Inmas Kanwil Kemenag Jabar, baik 
Kepala Bidang, Kepala Seksi, atau Staff lainnya yang berada pada satuan 
kerja sebagai informan. Peneliti menentukan unit analisis penelitian ini 
pada fungsi kehumasan Kanwil Kemenag Jabar dalam memberikan 





b. Teknik Penentuan Informan  
        Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah purposive 
sampling. Sugiyono (2018: 95) menjelaskan bahwa purposive sampling 
merupakan cara menentukan informan yang ditetapkan secara sengaja atas 
dasar kriteria dan pertimbangan tertentu, misalnya informan dianggap 
mengetahui atau menguasai informasi yang dibutuhkan peneliti. 
        Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Bidang PHU Kanwil 
dan Bidang Inmas Kanwil Kemenag Jabar dengan kriteria penguasaan data, 
dan keterlibatan langsung dalam kegiatan yang menjadi fokus penelitian, 
dan kesediaan waktu untuk memberikan informasi. 
1.6.6 Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara  
       Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 
dilakukan dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara atau 
narasumber. Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2018:186) menegaskan 
maksud dari wawancara antara lain untuk mengonstruksi mengenai orang, 
kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian.  
 Pembagian jenis wawancara yang akan dilaksanakan merujuk pada 
tahapan yang disusun  Patton (dalam Moleong, 2018:185) yaitu; (1) 
Wawancara pembicaraan informal, (2) wawancara dengan 






        Dokumen, menurut Sugiyono (2018:125) adalah catatan tertulis 
tentang peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen  dapat berbentuk tulisan, 
foto, peraturan, kebijakan, dll. Penelitian ini juga mengolah beberapa 
dokumen seperti majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya sebagai 
teknik pengumpulan data.  
1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data 
       Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam peneltian ini 
adalah tringulasi. Tringulasi menurut Sugiyono (2018:125) adalah teknik yang 
menggabungkan berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang tersedia.  
1.6.8 Teknik Analisis Data 
        Bogdan (dalam Sugiyono, 2018: 130) menyatakan teknik analisis data adalah 
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari 
berbagai macam pengumpulan untuk diinformasikan kepada orang lain. Sistematika 
dalam teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah: merduksi data, 
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